
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 157 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA niNAS PERDAGANGAN, KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian 
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Ponorogo; 

engingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur& Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 1 Tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN 
PONOROGO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Ponorogo. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. 

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu. 

9. Penjabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

10. Unit PeIaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro. 

11. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang 
diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja 
sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang 
organisasi dan tata kerja instansi. 
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BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, 
koperasi dan usaha mikro. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekertaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terdiri atas: 

a. Kepala Dinas: 

b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Industri, membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

d. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, me mbawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau 
Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 
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BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Dinas 

Pasal 4 

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan 
kepada Daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha 
mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar. 

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan 
usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan 
usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, 
koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan 
pasar; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, 
koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan 
pasar; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekertariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, 
evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi 
kepegawaian, keuangan, kelengkapan dan rumah tangga 
Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian 	penyusunan 	program 	dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Dinas secara terpadu dan 
tugas pelayanan administratif; 

b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian 
dilingkungan Dinas; 

c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem 
pengendalian internal; 

d. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji 
pegawai; 

e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan 
dan kepustakaan Dinas; 

f. pengeloaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas; 

g. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas; 

h. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi 
dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas; 
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i. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja 
organisasi Dinas; dan 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
ninn Q. 

Pasal 6 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengelolaan, pembinaan administrasi umum, 
kearsipan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; 

b. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dinas; 

c. melakukan penyusunan rencana dan pengadaan sarana 
prasarana kebutuhan dinas; 

d. melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan 
perlengkapan dinas; 

e. menyelengarakan inventarisasi kekayaan/asset dilingkungan 
Dinas; 

f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas; 

g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di 
lingkungan dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Industri 

Pasal 7 

(1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang 
industri, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, 
kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan 
Aneka Usaha industri serta bina lingkungan industri. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan program pembinaan, pengembangan dan 
pembangunan industri; 

b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan 
penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan, 
industri kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, 
mesin, elektronika dan Aneka Usaha industri serta bina 
lingkungan industri; 

c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha 
industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi; 

d. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha 
industri dan pelaksanaan perizinan di bidang industri; dan 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang industri; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 
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Bagian Keempat 
Bidang Perdagangan 

Pasal 8 

(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan di 
bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, 
perdagangan luar negeri, dan perlindungan konsumen. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Perdagangan menyeleng,garakan fungsi : 

a. pelaksanaan analisa data perdagangan; 

b. pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar 
negeri; 

c. pelaksanaan kegiatan pernbinaa.n, protnosi, kemitraan dan 
pengembangan usaha sarana perdagangan; 

d. pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib 
daftar perusahaan; 

e. pelaksanan fasilitas penerbitan, perizinan dan pendaftaran 
peru sahaan; 

f. pengawasan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran 
barang dan jasa; 

g. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, 
sinkronisasi ketersediaan dan stabilitas harga barang 
kebutuhan pokok dan barang penting; 

h. pelaksanaan program peningkatan sarana distribusi 
perdagangan; 

i. pemberian petunjuk teknis sarana perdagangan, 
pengembangan ekspor, promosi, kemitraan, dan 
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang 
penting; 

• pelaksanaan pembinaan evaluasi pelaporan tugas di 
bidang perdagangan; dan 

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

Pasal 9 

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman 
teknis pelaksanaan dan pemberdayaan serta pengawasan di 
bidang koperasi dan usaha Mikro. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan pengembangan koperasi dan 

kelompok-kelompok pra koperasi, dan lembaga keuangan 
mikro; 

b. penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan, usaha 
koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga keuangan mikro; 
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c. pelaksanaan pengembangan koperasi, kelembagaan, 
usaha koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok pra 
koperasi dan memberikan fasilitasi pembiayaan; 

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, 
lembaga keuangan mikro, serta fasilitasi pembiyaan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang koperasi dan usaha Mikro; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas 

Bagian Keenam 
Bidang Pengelolaan Pasar 

Pasal 10 

(1) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengumpulkan bahan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan 
pasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan 
teknis dibidang pengelolaan pasar; 

b. pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di 
bidang pengelolaan pasar; 

c. pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pasar; 

d. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan pasar; 

e. pelaksanaan ketertiban dan kemanan pasar: dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

BAB IV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 11 

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan tenis penunjang Dinas yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

RAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing- 
rn 	herdasarkan ketentuan perati iran nerundan 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
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(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 
peraturan perundang- undangan. 

(4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat ditunjuk dan diberikan tugas sebagai sub koordinator 
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris 
atau Kepala Bidang. 

(6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang. 

(7) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan 
pejabat yang berwenang. 

(8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 

BAB VI 
TATA TZP.R.TA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambii langkah-
langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan masing- masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta 
menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahannya. 
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

BAB VII 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 14 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi, iabatan administrator dan jabatan pengawas 
pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi: 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang 
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 
sampai dengan ditetapkannya : 

a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan 
jabatan; dan/ atau 

b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Unit Pelaksana Teknis yang ada sebelum Peraturan Bupati ini 
berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo 
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 71) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

nitPtapkan di Ponorogo 

pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 31-12-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 157. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA B IAN HUKUM 
SEKRET IAT DAERAH 

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 



KEPALA DINAS 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

/ KEPALA B IAN HUKUM 
SEKRET UAT DAERAH 

UPTD BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

BIDANG INDUSTRI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

MOMEMEMOMON MOMMEMME O 
OIMMOOMOMME ■ MOMMEMEENO 
OMEEEMEEMMINOW OMEMOMEMEEOM ammommemmomomma.  MMMMMMM 

BIDANG 
PERDAGANGAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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MEMEMMEEEN 
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BIDANG 
PENGELOLAAN PASAR 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

iiimmemm immommemmegdi 
OMMEEOMMOm OOMOMEMMOMOmEMI 
WOMMEOMMOO MOONOMEEMEMEOMI 
MEEEMILM OMOWEEMOWEEMMEI 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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MOUOMMOOMMOO UOMMEM 
ROOMMEMEW EMMOMM 
WEEEEMMOOEM MOEEEM 
UEOMOIMEMMUEO OUEMEEI 
MMOMMEIMMUUm MOMW 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 157 TAHUN 2021 

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO 

SOEGENG P A.KOSO, S.H., M.H. 
NIP. 19680605 199303 1 003 
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